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VISI 
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan 

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan 

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) 

MISI 

MISI 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien 

dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi. 

MISI 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada 

percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan 

kemiskinan 

TUJUAN 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

efisien dan bebas KKN 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

SASARAN 

INDIKATOR 

TUJAN OPD 

SASARAN 

OPD 

INDIKATOR 

SASARAN 

OPD 

PROGRAM 

OPD 

1. Terwujudnya  penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang berkualitas 

2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas 

1. Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia 

Governance Index/IGI) 

2. Pertumbuhan ekonomi 

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 

2. Meningkatnya Kontribusi PAD 

3. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja 

pemerintah 

1. Opini Pemeriksaan BPK 

2. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah 

3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 

4. Perceppatan penyerapan belanja pemerintah 

1. Program peningkatan dan pengembangan 

pengelolaan keuangan daerah 

2. Program Pengelolaan Barang Daerah 



 

 



II. ISI TABEL INSTRUMEN 
 

A. Tabel Identifikasi Proses 

I. Sasaran I : Terwujudnya  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas 

No PROSES JENIS PROSES KODE SUB 
PROSES 

(1) (2) (3) (4) 

1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah 

Utama BKAD.01 

2 Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah Utama BKAD. 02 

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung BKAD. 03 

4 Pelayanan dan Informasi Publikasi Pendukung BKAD. 04 

5 Pengelolaan Administrasi dan Umum Pendukung BKAD. 05 

6 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Manajemen BKAD. 06 

7 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran 
 

Manajemen BKAD. 07 

8 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Manajemen BKAD. 08 

9 Pengelolaan Sumber Daya Manusia  Aparatur 
 

Manajemen BKAD. 09 

 

B. Tabel Identifikasi Sub - Proses      

No PROSES Sub Proses KODE SUB 
PROSES 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Peningkatan dan 
pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah 

Penyusunan KUA PPAS BKAD.01.01 

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD 

BKAD.01.02 

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 
penjabaran APBD 

BKAD.01.03 

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
perubahan APBD 

BKAD.01.04 

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 
Penjabaran Perubahan APBD 

BKAD.01.05 

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

BKAD.01.06 

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

BKAD.01.07 

Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD BKAD.01.09 

Penyusunan anggaran kas BKAD.01.10 

Penerbitan SPD BKAD.01.11 

Penyusunan neraca dinas / instansi BKAD.01.14 



No PROSES Sub Proses KODE SUB 
PROSES 

(1) (2) (3) (4) 

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 
APBD 

BKAD.01.16 

Operasional pajak daerah BKAD.01.17 

Penyusunan laporan semesteran BKAD.01.18 

Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21) BKAD.01.19 

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan 
daerah 

BKAD.01.20 

Pengendalian PAD BKAD.01.21 

Optimalisasi pendapatan daerah BKAD.01.22 

Pelayanan pajak daerah BKAD.01.23 

Verifikasi Piutang Pajak Daerah BKAD.01.24 

Pendataan dan penetapan wajib pajak BKAD.01.25 

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah BKAD.01.26 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
dan Perdesaan 

BKAD.01.27 

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai BKAD.01.28 

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi BKAD.01.29 

Pemeliharaan Basis Data PBB P2 BKAD.01.30 

Rekonsiliasi data laporan BKAD.01.32 

 

    

2 

Peningkatan Pengelolaan 
Barang Daerah 

Peningkatan SDM aparatur Pemda BKAD. 02.01 

Penyusunan perencanaan dan pelaporan 
pengelolaan barang 

BKAD. 02.02 

Penataan aset BKAD. 02.03 

Penghapusan barang daerah BKAD. 02.04 

Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah  BKAD. 02.05 

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daera BKAD. 02.06 

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik 
daerah 

BKAD. 02.07 

Penyusunan regulasi pengelolaan BMD BKAD. 02.08 

 

 

 

 

 

 



 

II. Sasaran II : Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas 

 
A. Tabel Identifikasi Proses 

 

No PROSES JENIS PROSES KODE SUB 
PROSES 

(1) (2) (3) (4) 

1 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 
daerah 

Utama BKAD.01 

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung BKAD. 03 

3 Pelayanan dan Informasi Publikasi Pendukung BKAD. 04 

4 Pengelolaan Administrasi dan Umum Pendukung BKAD. 05 

5 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Manajemen BKAD. 06 

6 Pengelolaan Kinerja dan Anggaran 
 

Manajemen BKAD. 07 

7 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Manajemen BKAD. 08 

8 Pengelolaan Sumber Daya Manusia  Aparatur 
 

Manajemen BKAD. 09 

              

            

B. Tabel Identifikasi Sub – Proses 

No PROSES Sub Proses KODE SUB PROSES 

(1) (2) (3) (4) 

1 Peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen investasi daerah 

BKAD.01.08 

  Penerbitan SP2D BKAD.01.12 

  TPTGR BKAD.01.13 

  Penyusunan SPT Tahunan BKAD.01.15 

  Pengelolaan Belanja ASN BKAD.01.31 

  Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa BKAD.01.33 

  Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD BKAD.01.34 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  



 

 

     

III. PEMETAAN PROSES BISNIS 

 

   

                        Sasaran I : Terwujudnya  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas 

a. Peta Proses 
             

             

              PROSES UTAMA 
             

             

             

             

             

                             

                

             

                 

             

              PROSES PENDUKUNG     

             

             

             

                 

             

             

             

             

        PROSES MANAJEMEN     

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      

Identifikasi Peta Proses BKAD Kabupaten Bantul 

BKAD.01 

Peningkatan dan 
pengembangan pengelolaan 

keuangan daerah 

BKAD.02 

Peningkatan Pengelolaan 
Barang Daerah 

 

BKAD.03 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

BKAD.04 

Pelayanan dan 
Informasi 
Publikasi 

BKAD.05 

Pengelolaan 
Administrasi 
dan Umum 

 Umum 

D
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em
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w
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n
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n
 t

ek
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 d
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u
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OUTPUT INPUT 

Pemerintah 
pusat 

Pemerintah 

Wajib Pajak 

OPD Lain OPD Lain 

Wajib Pajak 

Kebijakan / regulasi 

Layanan pajak, 

informasi, 

konsultasi dan PAD 

Permintaan informasi, 

konsultasi, dan 

layanan Pajak 

 

Permintaan informasi, 

konsultasi, dan 

layanan Data terkait 

APBD dan Aset 

 

Laporan keuangan 

BKAD. 06 

Pengelolaan 
Data dan 
Teknologi 
Informasi 

Komunikasi 

BKAD.07 

Pengelolaan 
Kinerja dan 
Anggaran 

BKAD.08 

Pengelolaan 
Sistem 

Pengendalian 
dan 

Pengawasan 

BKAD.09 

Pengelolaan 
Sumber Daya 

Manusia  
Aparatur 

Informasi, konsultasi, 

dan layanan Data 

terkait APBD dan Aset 

 

Perbankan 
Perbankan 

Penempatan  
IDLE CASH 

 
Bunga Deposito 

 



 

     

             

      

b. Peta Sub Proses Program I 

 

              

                        Sub Proses Bisnis BKAD.01    

              

              

              

              

   

 

 

 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

BKAD.01 

Peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah 

Proses 
Pendukung 

Proses 
Manajemen 

BKAD.02 

Peningkatan 
Pengelolaan 

Barang 
Daerah 

Wajib Pajak 

Perencanaan, 

Penataan, 

Penghapusan dan 

Pelaporan Barang 

Milik Daerah dapat di 

peroleh melalui 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Informasi dan 

konsultasi data 

masyarakat dapat 

diperoleh dengan 

melalui pelayanan 

pajak daerah 

BKAD.01.03 

 
Penyusunan rancangan 
peraturan KDH tentang 

penjabaran APBD 
 

BKAD.01.07 

Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

penjabaran 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

BKAD.01.10 

 

Penerbitan SPD 
 

BKAD.01.01 

 

 

Penyusunan KUA PPAS 
 

BKAD.01.02 

 

Penyusunan rancangan 
peraturan daerah 

tentang APBD 
 

BKAD.01.06 

Penyusunan rancangan 
peraturan daerah 

tentang 
pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 
 

BKAD.01.04 

 

Penyusunan rancangan 
peraturan daerah 

tentang perubahan 
APBD 

 

BKAD.01.05 

 

Penyusunan rancangan 
peraturan KDH tentang 
Penjabaran Perubahan 

APBD 
 

BKAD.01.09 

 

Penyusunan anggaran 
kas 

 

BKAD.01.08 

 

Pencermatan dan 
penerbitan DPA SKPD 

 

BKAD.01.11 

 

Penyusunan neraca 
dinas / instansi 

 

BKAD.01.12 

 

Penyusunan kebijakan 
dan pedoman 

pelaksanaan APBD 
 

BKAD.01.13 

 

Operasional pajak 
daerah 

 

BKAD.01.14 

 

Penyusunan laporan 
semesteran 

 

BKAD.01.15 

 

Intensifikasi PPh OP 
(PPH Pasal 21) 

 

BKAD.01.16 

 

Pengendalian 
pelaksanaan 

pengelolaan keuangan 
daerah 

 

BKAD.01.17 

 

Pengendalian PAD 
 

BKAD.01.18 

 

Optimalisasi 
pendapatan daerah 

 

BKAD.01.19 

 

Pelayanan pajak 
daerah 

 

BKAD.01.20 

 

Verifikasi Piutang Pajak 
Daerah 

 

BKAD.01.21 

 

Pendataan dan 
penetapan wajib pajak 

 

BKAD.01.22 

 

Intensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan 

Daerah 
 

BKAD.01.23 

 

Pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan 
Perdesaan 

 

BKAD.01.24 

 

Sosialisasi Ketentuan 
di Bidang Cukai 

 

BKAD.01.25 

 

Penyempurnaan/Peny
esuaian Kebijakan 

Akuntansi 
 

BKAD.01.26 

 

Pemeliharaan Basis 
Data PBB P2 

 

BKAD.01.27 

 

Rekonsiliasi data 
laporan 

 

OPD LAIN 

Informasi 

Pengelolaan 

keuangan dapat di 

peroleh berupa: 

Usulan APBD / RKA, 

Laporan Realisasi 

dan Belanja tidak 

Langsung / Gaji 



               

  

               

             

   

c. Peta Sub Proses Program II 

 

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKAD.02 

Peningkatan Pengelolaan 
Barang Daerah 

BKAD.02.01 

 

Peningkatan SDM 
aparatur Pemda 

 

BKAD.02.04 

 

Penghapusan barang 
daerah 

 

BKAD.02.06 

 

Evaluasi dan rekonsiliasi 
barang milik daerah 

 

BKAD.02.02 

Penyusunan perencanaan 
dan pelaporan 

pengelolaan barang 

 

BKAD.02.05 

Verifikasi dan 
inventarisasi barang milik 

daerah  
 

BKAD.02.07 

Pengamanan dokumen 
pemilikan barang milik 

daerah 
 

BKAD.02.03 

 

Penataan aset 
 

BKAD.02.08 

 

Penyusunan regulasi 
pengelolaan BMD 

 

Proses 
Pendukung 

Proses 
Manajemen 

BKAD.01 

Peningkatan dan 
pengembangan 

pengelolaan 
keuangan 

daerah 

OPD LAIN 

Informasi 

Pengelolaan 

keuangan dapat di 

peroleh berupa: 

Usulan APBD / RKA, 

Laporan Realisasi 

dan Belanja tidak 

Langsung / Gaji 

Hasil pengelolaan 

keuangan daerah 

dipromosikan 

melalui Peningkatan 

Pengelolaan Barang 

Daerah 



 

 

 

 

d. Peta Lintas Fungsi Program I           

 

 

               

               

               

         

 

 

               

              

BKAD 

 

TAPD 

 

SEKERTARIS  
DAERAH 

 

KEPALA 
DAERAH 

 

DPRD 

 

BKAD 

 
 
 
  

OPD LAIN 

 
  

TAPD 

 

BUPATI 

 
 
 

 

DPRD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.01.CFM.01 Penyusunan KUA PPAS 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.02.CFM.02 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 

 

 

Penyusunan 

agenda kerja 

KUA PPAS 

Koordinasi dan 

Sosialisasi  
Persetujuan 

Tid
ak 

Menyusun 

rancangan 

KUA PPAS 

Ya 

Memaparkan Kondisi, 

asumsi dan kebijakan 

APBD 

Menyampaikan 

dan membahas 

rancangan KUA 

Nota Kesepakatan 

KUA PPAS 

Persiapan 

Rancangan Perda 

tentang APBD 

Pembuatan 

Rencana Kinerja 

dan Anggaran 

Pencermatan 

Mengkaji dan 

membahas 

rancangan Perda 

tentang APBD 

Kesepa

katan 

ya 

Pembenahan 

Tid
ak 

Rapat 

Koordinasi 

Tid
ak 

Perda 

Tentang 

APBD 



 

     

 

 

 

               

            

 

 

                

GUBERNUR 

 

BKAD 

 

OPD LAIN 

 

TAPD 

 

DPRD 

 
  

BUPATI 

 

GUBERNUR 

 

BKAD 

 

OPD LAIN 

 

TAPD 

 

DPRD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.04.CFM.04 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 

 

 Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.05.CFM.05 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 

 

 

Evaluasi Kesepakatan 

Rancangan Perda 

tentang APBD 

Keputus

an 

ya 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.03.CFM.03 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 

 

 

Persiapan Rancangan 

Perda tentang 

perubahan APBD 

Pembuatan 

Rencana Kinerja 

dan Anggaran 

Pencermatan 
Rapat 

Koordinasi 

Membahas Perda 

melalui sidang 

komisi 

Konsultasi 

Tid
ak 

Pemben

ahan 

Perda 

tentang 

perubahan  

APBD 

Kesep

akatan 

Pembuatan 

Rencana Kinerja 

dan Anggaran 

Pencermatan 
Rapat 

Koordinasi 

Membahas Perbup 

melalui sidang 

komisi 

Konsultasi 

Kesep

akatan 

Tid
ak 

Persiapan 

Rancangan Perbup 

tentang penjabaran 

APBD 

Evaluasi Kesepakatan 

Rancangan Perbup tentang 

penjabaran  APBD 

ya 

Keputu

san 

Pemben

ahan 

Ya 

Tid
ak 

Perbup 

tentang 

penjabaran  

APBD 



 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI 

 

GUBERNUR 

 BKAD 

 

OPD LAIN 

 

TAPD 

 

DPRD 

 

BUPATI 

 

GUBERNUR 

 

Persiapan Rancangan 

Perbup tentang  

penjabaran 

perubahan APBD 

Pembuatan 

Rencana Kinerja 

dan Anggaran 

Pencermatan 

Konsultasi 

Membahas Perbup 

melalui sidang 

komisi 

Evaluasi Kesepakatan 

Rancangan Perbup tentang  

penjabaran perubahan APBD 

Keputu

san 

Pembe

nahan 

Perbup 

tentang  

penjabaran 

perubahan 

APBD 

Kesep

akatan 

Tid
ak 

Tid
ak 

Ya 

Ya 

Rapat 

Koordinasi 

Evaluasi Kesepakatan 

Rancangan Perda tentang 

perubahan  APBD 

Ya 

Keputu

san 

Tid
ak Ya 



    

 

 

               

               

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang  
Akuntansi 

 

OPD LAIN 

 

BKAD 

 

TAPD 

 

DPRD 

 

PEMERINTAH 
PROVINSI 

 

STAKEHOLDER 
(DPRD, PEMPROV 
Dan Pemerintah 
Pusat) 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.06.CFM.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD 

 

 Persiapan Rancangan 

Perda tentang  

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 
Pencermatan 

Persetujuan 

Ya 

Tid
ak 

Koordinasi 

Membahas Perda tentang  

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

Dikirim dan 

Klasifikasi 

Penyempurnaan 

Mendokumentasi dan Mempublikasi 

Perda tentang  pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 



               

 

 

               

               

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bidang  
Akuntansi 

 

OPD LAIN 

 

BKAD 

 

TAPD 

 

DPRD 

 

PEMERINTAH 
PROVINSI 

 

STAKEHOLDER 
(DPRD, PEMPROV 
Dan Pemerintah Pusat) 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.07.CFM.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

 

Persiapan Rancangan 

Perda tentang penjabaran 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 
Pencermatan 

Tid
ak 

Persetujuan 

Ya 
Koordinasi 

Penyempurnaan 

Membahas Perda tentang 

penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

Dikirim dan 

Klasifikasi 

Mendokumentasi dan Mempublikasi 

Perda tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 



      

 

 

               

               

                

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

PPKD 

 

OPD 

 

BIDANG 
ANGGARAN 

 

BKAD 

 

SEKERTARIS 
DAERAH 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.08.CFM.08 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 

 

 

Membuat Rancangan DPA-SKPD / 

DPPA-SKPD berdasarkan Perda 

dan Perbup 

Mencermati Rancangan 

DPA-SKPD / DPPA-SKPD  

Mengesahkan DPA-SKPD / 

DPPA-SKPD  

Persetujuan 

Membuat dan Memberitahukan 

penyusunan rancangan DPA-SKPD 

/ DPPA-SKPD 

Tid
ak 

Menerima DPA-SKPD / DPPA-

SKPD yang telah disetujui oleh 

Sekertaris Daerah 

 

Ya 

Menggandakan DPA-SKPD / 

DPPA-SKPD  yang telah di 

setujui dan di sahkan 

Menerima DPA-SKPD / DPPA-

SKPD sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan SKPD 



 

 

               

             

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

No

Keterangan

Tim 

Penyusunan 

Anggaran Kas

Kasie 

Pengendalian 

Anggaran

Kabid Anggaran
PPKD (Kepala 

BKAD)

Sekretaris 

Daerah

Persyaratan / 

Kelengkapan
Waktu Out put

1.

Mengkonsolidasikan dan menyusun 

alokasi besaran pendapatan, belanja 

dan pembiayaan tiap triwulan dalam 

tahun anggaran bersangkutan

RKA-SKPD/RKA 

Perubahan SKPD

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan Alokasi 

Sumber Dana

2.

Menyerahkan draft usulan dokumen 

anggaran kas dan alokasi sumber dana 

kepada Kepala Bidang Anggaran

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan 

Alokasi Sumber Dana

3. 

Memverifikasi dan meneliti ulang 

draft usulan dokumen anggaran kas 

dan alokasi sumber dana

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan 

Alokasi Sumber Dana

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan Alokasi 

Sumber Dana yang sudah 

diverifikasi dan diteliti 

Kabid Anggaran

4. 

Meneliti, memverifikasi dan meneliti 

ulang draft dokumen anggaran kas dan 

alokasi sumber dana

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan 

Alokasi Sumber Dana 

yang sudah diverifikasi 

dan diteliti Kabid 

Anggaran

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan Alokasi 

Sumber Dana yang sudah 

diverifikasi dan diteliti 

Kabid Anggaran dan PPKD 

(Kepala DPPKAD)

5.

Menyerahkan draft usulan dokumen 

anggaran kas dan alokasi sumber dana 

kepada Sekretaris Daerah

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan 

Alokasi Sumber Dana 

yang sudah diverifikasi 

dan diteliti Kabid 

Anggaran dan PPKD 

(Kepala DPPKAD)

6,

Mengesahkan Dokumen Anggaran Kas 

dan Alokasi Sumber Dana

Draft Usulan Dokumen 

Anggaran Kas dan 

Alokasi Sumber Dana 

yang sudah diverifikasi 

dan diteliti Kabid 

Anggaran dan PPKD 

(Kepala DPPKAD)

Dokumen Anggaran Kas 

dan Alokasi Sumber Dana

7.

Menggandakan dan mendistribusikan 

dokumen anggaran kas dan alokasi 

sumber dana

Dokumen Anggaran Kas 

dan Alokasi Sumber Dana 

yang digandakan dan 

terdistribusikan

Pelaksana Mutu Baku

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.09.CFM.09 Penyusunan anggaran kas 

 

 



 

 

               

               

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                

No

Keterangan

Tim 

Pelaksanaan 

Penerbitan 

Surat 

Penyediaan 

Dana (SPD)

Kasie 

Pengendalian 

Anggaran

Kabid Anggaran 

(Kuasa BUD)

PPKD (Kepala 

DPPKAD)

Persyaratan / 

Kelengkapan
Waktu Out put

1.

Mengelola, mencermati, dan 

menyusun dokumen Surat 

Penyediaan Dana (SPD)

Anggaran Kas, Alokasi 

Sumber Dana maupun 

DPA/DPPA SKPD

SPD yang telah disusun

2.

Membuat rekapitulasi dan meregister 

SPD yang telah disusun guna 

memudahkan pencermatan alokasi 

total dana yang tersedia maupun 

dibutuhkan oleh SKPD secara 

keseluruhan pada periode tertentu 

yang telah ditetapkan

SPD yang telah disusun SPD yang telah dibuatkan 

rekapitulasi dan register

3. 

Mengajukan SPD yang telah dicetak 

beserta registernya kepada Kepala 

Seksi Pengendalian Anggaran dan 

Kepala Bidang Anggaran

SPD yang telah 

dibuatkan rekapitulasi 

dan register

SPD yang telah dicetak

4. 

Memverifikasi SPD yang telah dicetak 

beserta registernya kemudian 

menyerahkannya kepada Kepala 

DPPKAD selaku PPKD

SPD yang telah dicetak 

beserta rergisternya

SPD dan register yang 

sudah diverifikasi oleh 

Kepala Seksi 

Pengendalian Anggaran 

dan Kepala Bidang 

Anggaran

5.

Melakukan verifikasi terakhir dengan 

membandingkan dokumen Anggaran 

Kas dan Alokasi Sumber Dan, 

DPA/DPPA SKPD serta register

SPD dan register yang 

sudah diverifikasi oleh 

Kepala Seksi 

Pengendalian Anggaran 

dan Kepala Bidang 

Anggaran

SPD dan register yang 

sudah diverifikasi oleh 

Kepala Seksi 

Pengendalian Anggaran, 

Kepala Bidang Anggaran, 

dan Kepala DPPKAD 

(PPKD)

6,

Menandatangani SPD sebagai bukti 

pengesahan

SPD dan register yang 

sudah diverifikasi oleh 

Kepala Seksi 

Pengendalian Anggaran, 

Kepala Bidang Anggaran, 

dan Kepala DPPKAD 

(PPKD)

SPD yang sudah 

ditandatangani (disahkan) 

oleh PPKD

7.

Melakukan penomoran SPD sesuai 

register kemudian didistribusikan 

kepada SKPD guna pengajuan SPP dan 

tahapan selanjutnya

SPD yang sudah 

ditandatangani 

(disahkan) oleh PPKD

SPD yang sudah diberi 

nomor dan 

didistribusikan

Pelaksana Mutu Baku

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.10.CFM.10 Penerbitan SPD 

 

 

 



 

 

          

   

 

 

 

               

                

 

 

 

 

 

 

 

Bidang  
Akuntansi 

 

SKPD 

 

BLUD 

 

PEMDA LAIN  
SE DIY 

 

Bidang  
Anggaran 

 

TAPD 

 

Bagian Hukum 

 

Bupati 

 

OPD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.11.CFM.11 Penyusunan neraca dinas / instansi 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.12.CFM.12 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD 

 

 

 

 

 

Neraca SKPD 

bulanan 

Persiapan Penyusunan 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan APBD Rapat 

Koordinasi 

Verifikasi Akhir 

Tid
ak 

Persetujuan 

Perbup tentang 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan APBD Ya 

Mengedarkan Perbup tentang 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan APBD 

 

Menerima Perbup tentang 

kebijakan dan pedoman 

pelaksanaan APBD 

 

Persiapan 

Penyusunan 

Neraca 

Dinas / 

Instansi 

Koordinasi  

Menyusun 

Laporan 

Neraca  

Mengkompilasi 

dan Melakukan 

Pendampingan 

Membuat 

dan 

Menyusun  

serta 

mendokumen

tasikan 

Laporan Hasil 

Konsolidasi 

dan 

Koordinasi 

Melakukan 

Pembandingan 

Evaluasi 

Seluruh 

OPD 

Neraca Daerah 

Akir Tahun 



 

 

               

               

  

 

 

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN  
PEMERIKSAAN 

 

MASYARAKAT 

 

BKAD 

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 
PEMERIKSAAN 

 

PIHAK KETIGA 

 

BKAD 

 

BIDANG  
AKUNTANSI 

 

SKPD 

 

KEPALA BKAD 

 

DPRD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.13.CFM.13 Operasional pajak daerah 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.14.CFM.14 Penyusunan laporan semesteran 

 

 

 

 

Persiapan Operasionalisasi 

pajak daerah 

Sosialisasi tentang 

pengurangan Pajak Daerah 

Pelaksanaan Kegiatan guna 

100% pencapaian target 

pendapatan pajak daerah 

Mengumpulkan 

Bahan dan data 

pendukung  

Koordinasi Penyusunan 

Materi  Laporan 

Mengevaluasi, 

menyusun dan 

menganalisa draft 

laporan  

Persetujuan 

Tid
ak 

Menggandakan dan 

Mendistribusikan  

Ya 

Menginformasikan 

Persiapan Pelaksanaan 

Pengadaan Aplikasi 

pengurangan pajak daerah  

Pemilihan Penyedia 

Pelaksanaan Pengadaan Aplikasi 

Uji coba 

Penerapan Aplikasi 

dalam Pekerjaan 



              

              

  
 

              

     

 

 

              

              

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 

PEMERIKSAAN 

 

BKAD 

 

Bendahara  
Pemotong 

 

WAJIB PAJAK 

 

OPD 

 

Tim  
Pengendalian 
PPKD 

 

Bidang  
Anggaran 

 

BKAD 

 

Sekertaris  
Daerah 

 

BUPATI 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.15.CFM.15 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21) 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.16.CFM.16 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

 

 

 

 

 

Membuat surat 

pengajuan 

perihal Ijin 

melibihi standar 

Rapat 

Koordi

nasi 

Mencermati, 

mengoordina

sikan dan 

menerbitkan 

ijin 

Mencermati 

draft beserta 

lampiranya 

Tid
ak 

Ya 

Persetujuan 

Menggandakan, 

meregister dan 

mendistribusikan  

Koordinasi 

mengajukan 

revisi 

anggaran 

Entry di Sepakat 

Surat Ijin Revisi 

DPA 

Mencermati dan 

Memparaf 

Pengesahan dan 

Penomoran 

Pembentukan 

Tim Pelaksana 

Kegiatan 
Rapat 

Koordinasi 

Sosialisasi 

Menyetorkan 

dan Melaporkan 

dengan tertib 



 

 

              

              

 

 

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 

PEMERIKSAAN 

 

OPD PENGHASIL 

 

BKAD 

 

PPAT 

 

BIDANG  
PELAYANAN DAN 
PENETAPAN 

 

PENGAMPU PAJAK 
DAERAH 

 

OPD PENGHASIL 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.17.CFM.17 Pengendalian PAD 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.18.CFM.18 Optimalisasi pendapatan daerah 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan 

TIM  Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi  

Koordinasi Persiapan 

Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan 

FGD 

Rapat 

Koordinasi 

Pencocokan data 

administrasi dan 

keuangan 

Penyusunan dokumen 

rekonsiliasi dan laporan 

pendapatan daerah 

Laporan Hasil 

rekonsiliasi 



 

 

              

              

       

 

 

              

              

       

     

 

              

              

       

 

BIDANG  
PELAYANAN DAN 
PENETAPAN 

 

Wajib Pajak 

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 
PEMERIKSAAN 

 

BKAD 

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 
PEMERIKSAAN 

 

BKAD   

 

PEMERINTAH 
DESA 

 
 
  

BIDANG  
PELAYANAN DAN 
PENETAPAN 

 

KECAMATAN 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.19.CFM.19 Pelayanan pajak daerah 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.20.CFM.20 Verifikasi Piutang Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.21.CFM.21 Pendataan dan penetapan wajib pajak 

 

 

 

 

 

Persiapan 

Pelayanan 

Pajak Daerah 

Pendaftaran 

dan 

Sosialisasi 

Pajak 

Daerah 

Menerima dan 

memproses 

Pajak Daerah 

Koordinasi 

Rapat 

evaluasi 

Mengembangkan 

Aplikasi Pajak Daerah 

Persiapan 

pelaksanaan verifikasi 

piutang pajak daerah 

Impor data Piutang 

dan Pencetakan Surat 

Piutang PBB P2 dari 

data Base 

Surat Piutang PBB 

P2 dari data Base 

 

Sosialisasi dan 

Pendistribusian Surat 

Piutang PBB P2  

Menyusun tim 

Pendataan Pajak 

Daerah 

Rapat Koordinasi 

dan Pendataan 

Subyek dan Obyek 

Pajak Daerah 

Menyusun tim laporan 

hasil pendataan subyek 

dan obyek pajak daerah 

Data 100 Penambahan 

Wajib Pajak baru 



 

 

              

              

       

 

 

              

              

       

 

 

              

              

        

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 
PEMERIKSAAN 

 

BKAD  

 

WAJIB PAJAK 

 

BIDANG  
PELAYANAN DAN 
PENETAPAN 

 

PEMERINTAH DESA 

 

BKAD 

 

KECAMATAN DAN 
DESA 

 

BIDANG  
PENAGIHAN DAN 
PEMERIKSAAN 

 

BKAD 

 

MASYARAKAT 
 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.22.CFM.22 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.23.CFM.23 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.24.CFM.24 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 

 

 

 

 

 

 

Persiapan pelaksanaan 

kegiatan Intensifikasi 

Sumber-sumber 

Pendapatan Daerah 

Pelaksanaan kegiatan Mobil Keliling, Sosialisasi Pajak 

Daerah, Bantul Expo, Pajak Bantl Award, dan Pajak Fast 

Pemberian Reward 

kepada Wajib Pajak 

yang tertib Pajak 

Persiapan Pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan 

SPT PBB P2 

Mendistribusikan 

Sosialisasi dan Monitoring 

Pelayanan di 

Wilayah 

Pemeriksaan lapangan, 

monitoring dan 

evaluasi pelayanan 

Rekap struk dan 

pemberian penghargaan 

atas lunas PBB P2 

Koordinasi 

Input data PBB P2 dan 

pengembangan aplikasi 

pelayanan PBB P2 

Persiapan Sosialisasi 

Ketentuan di Bidang Cukai 

Rapat Koordinasi 

Sosialisasi 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Peningkatan 

Kualitas SDM 100% Pencapaian 

Target 

Pendapatan Pajak 

Daerah 



 

 

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG  
AKUNTANSI 

 

BPK 

 

BKAD 

 

BUPATI 

 

SKPD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.25.CFM.25 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

dokumen 

pembanding 

dari Pemda lain 

Hasil Audit Dan Data 

Tambahan 

 

Mengkompilasi 

data dan 

membandingkan 

dengan regulasi 

Menerima 

Draft Kebijakan 

Akuntansi 
Persetujuan 

Tid
ak 

Menerima Draft Untuk di 

jadikan Perbup tentang 

Kebijakan Akuntansi 

Ya 

Menggandakan, 

mendistribusikan dan 

mendokumentasikan 

Perbup 

Peraturan bupati tentang 

Kebijakan Akuntansi 



     

 

 

              

              

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Keterangan Wajib Pajak Penilai

Pelaksana 

Subbid 

Pendaftaran 

dan 

Pelayanan

Pelaksana 

Subbid VIP

Penilai 

PBB

Kasubbid 

Pendaftaran 

dan Pelayanan

Kasubbid 

VIP

Kabid 

Pendaftaran 

dan 

Penetapan

Persyaratan/K

elengkapan
Waktu Out Put

1.

Menugaskan  kepada Kepala Sub Bidang 

Pendaftaran dan Pelayanan untuk 

mengadakan pemeliharaan data objek 

dan subjek PBB-P2 sesuai rencana kerja

ATK 15 Menit Lembar Disposisi

2.

Melaksanakan pemeliharaan data objek 

dan subjek PBB-P2, dengan 

menyampaikan formulir SPOP dan atau 

LSPOP kepada Wajib Pajak

Formulir SPOP 

dan atau LSOP

30 Menit

3.

Mengisi SPOP dan atau LSOP secara 

jelas, benar dan lengkap serta 

menyerahkan kembali kepada  

Pelaksana Sub Bidang Pendaftaran dan 

Pelayanan

ATK 30 Menit SPOP dan atau 

LSPOP yang telah 

di idi dengan 

lengkap

4.

Meneliti, mencantumkan ZNT, 

menandatangani, menjilid, dan 

melakukan pemutakhiran peta garis 

(konsep peta desa dan peta blok)

ATK, 

Komputer, 

Printer, Peta 

Blok

5 Hari SPOP dan atau 

LSPOP yang telah 

diteliti dan dijilid

5.

Membuat Berita Acara Penyerahan Hasil 

Kegiatan Pemeliharaan Data, kemudian 

meneruskan kepada Kepala Sub Bidang 

Pendaftaran dan Pelayanan beserta 

berkas hasil pemeliharaan data

ATK, 

Komputer, 

Printer

30 Menit Berita Acara 

Penyerahan Hasil 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Data

6.

Meneruskan Berita Acara Hasil Kegiatan 

Pemeliharaan Data kepada Kepala 

Bidang Pendaftaran dan Penetapan 

untuk ditandatangani

15 Menit

7.

Menyetujui dan menandatangani Berita 

Acara Penyerahan Hasil Kegiatan 

Pemeliharaan Data, kemudian 

menyampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Verifikasi dan Informasi 

Pendapatan untuk dilakukan proses 

pemeliharaan data

ATK 30 Menit Berita Acara 

Penyerahan Hasil 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Data yang telah 

ditanda tangani

8.

Menerima berkas pemeliharaan data 

dan menugaskan Pelaksana Sub Bidang 

Verifikasi dan Informasi Pendapatan 

untuk memberikan nomor bundel pada 

SPOP dan atau LSPOP serta melakukan 

proses pemutakhiran basis data dan 

penatausahaan berkas selanjutnya

ATK, 

Komputer, 

Buku Kendali

30 Menit SPOP dan atau 

LSPOP yang telah 

di beri nomor 

bundel

9.

Melakukan perekaman SPOP dan atau

LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman

(DHR), melakukan pencocokan antara

SPOP dan atau LSPOP dan DHR,

updating peta digital dan men-

generate produk keluaran (spooling 

SPPT, DHKP dan STTS) serta meneruskan

berkas pemeliharaan data kepada

pelaksana Sub BIdang Pendataan dan

Penetapan, sebagai bahan cetak massal

SPPT dan cetak peta Desa serta Peta

Blok.

ATK, 

Komputer, 

Printer

10 Hari Daftar Hasil 

Rekaman (DHR)

Pelaksana Mutu Baku

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.26.CFM.26 Pemeliharaan Basis Data PBB P2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

              

   

              

              

 

 

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG 
AKUNTANSI 

 

SKPD 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.27.CFM.27 Rekonsiliasi data laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan 

pelaksanaan 

rekonsiliasi 

data laporan 
Pelaksanaan 

rekonsiliasi 

dan 

perhitungan 

Menyusun 

dan 

memferivika

si laporan 

konsolidasi 

Menerima dan menyetujui laporan 

Mendokument

asikan 

dokumen 

laporan 

4 Dokumen 

Rekonsiliasi 

Pendapatan 

BLUD 



 

e. Peta Lintas Fungsi Program II          

 

 

              

               

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Bidang Aset 

 

OPD 

 

BKAD 
 

BIDANG ASET 

 

OPD 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.01.CFM.28 Peningkatan SDM aparatur Pemda 

 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.02.CFM.29 Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan pelaksanaan 

peningkatan SDM 

aparatur Pemda 

Menerima Surat 

Membuat undangan, 

jadwal dan tempat 

pelaksanaan 

Pelaksanaan 

peningkatan SDM 

aparatur Pemda 

Menerima buku Laporan 

Persiapan pelaksanaan 

Kegiatan 

Membuat Surat 

edaran 

Menghimpun dan 

memilah Surat edaran 

Memilah, merekap dan membukukan RKBMD 

pengadaan dan RKBMD pemeliharaan 

Penyusunan Laporan 

RKBMD dan RKPBMD 



              

              

   

 

 

              

    

 

 

 

  

 

 

BIDANG ASET 

 

TIM PENILAI 
 

CALON  
PENYEWA 

 

BKAD 

 

BUPATI 

 

BIDANG ASET 

 

OPD TERKAIT 
 

BKAD 

  

BUPATI 

 

BIDANG ASET 

 

OPD TERKAIT 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.03.CFM.30 Penataan aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.04.CFM.31 Penghapusan barang daerah 

 

 

 

Persiapan 

pelaksanaan 

Kegiatan 
Pendampingan 

pelaksanaan 

survey 

Menerima 

Laporan 

hasil 

penilaian 

BMD 

Rapat 

Koordinasi 

Persetujuan 

Tid
ak 

Membuat Surat 

Perjanjian Sewa 

Membuat Surat BAST 

BMD , membuat register 

dan mendokumentasikan 

Ya 

Persiapan 

pelaksanaan 

Kegiatan 

Membuat surat 

permohonan 

Membuat BAST dan 

register pinjam pakai 

Tid
ak

 

Ya
 

Rapat 

Koordinasi 

Persetujuan 

Menginventarisasi 

Surat Permohonan Rapat 

Koordinasi 

Membuat draft 

surat perjanjian 

2 Dok. Perjanjian 

Pemanfaatan 

Aset 

Pencermatan 

dan Verifikasi 

Membuat BAST, 

register dan 

mendokumenkan 

50 BAST 



              

              

   

 

 
 

 

   

 

 

 

Pemohon Bupati Sekretaris Daerah Kepala DPPKAD
Kepala Bidang 

Aset

Panitia 

Penghapusan 

BMD

Bagian Hukum
Persyaratan / 

Kelengkapan
Waktu Out put

1

Mengajukan Permohonan 

Penghapusan BMD

Surat Usulan 1 hari Surat Permohonan

2

Menerima Permohonan dan 

Mendisposisi

Surat dan Lembar 

Disposisi

20 menit Disposisi

3

Mendisposisi, Melaksanakan Rapat 

Koordinasi dengan Instansi Terkait

Data Usulan 

Penghapusan

1 jam Surat Disposisi, Hasil 

Rapat Koordinasi

4

Memverifikasi Data 

Usulan/Permohonan Penghapusan 

dari SKPD

Truk, Tenaga Angkut 1 jam Usulan Penghapusan

5

Mengambil Barang yang Diusulkan 

Dihapus

BMD yang Diusulkan 

untuk Dihapus

3 jam Berita Acara Serah 

Terima Barang

6

Memeriksa/Meneliti BMD yang 

Diusulkan Dihapus

Surat dan Lembar 

Disposisi

2 jam Berita Acara 

Pemeriksaan BMD

7

Menerbitkan Permohonan Ijin 

Penghapusan BMD dari Pengelola 

kepada Bupati

Konsep Surat 1 hari Surat Ijin 

Permohonan 

Penghapusan BMD 

dari Bupati

8

Memohon Ijin Bupati tentang 

Penghapusan BMD

Konsep Surat 1 hari Surat Ijin 

Penghapusan BMD

9

Mengajukan Permohonan SK 

Bupati tentang Penghapusan BMD 

melalui Bagian Hukum

Konsep SK 1 minggu Draft SK Bupati

10

Menerbitkan SK Penghapusan BMD Draft SK 1 minggu SK Bupati

11

Memproses Pemindahtanganan 

BMD Hasil Penghapusan

Pihak ke-3 / melalui 

KPKNL

1 jam Setor Kas dari Hasil 

Penjualan BMD

No Keterangan

Mutu BakuPelaksana

BIDANG ASET 
 

BKAD 

 

TIM PENILAI 

 

BUPAT 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.05.CFM.32 Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah  

 

 

 

 

Rapat 

Koordinasi 
Membuat surat 

Penetapan 

Bupati Atas 

besaran Nilai 

BMD 

Tid
ak

 

Ya
 

Membuat hasil laporan 

terkait dengan BMD 

yang dinilai 

Melaksanakan 

penentuan 

taksiran BMD 

yang telah 

dinilai 

Persetujuan 



              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

BIDANG ASET 

 

OPD 

 

BKAD 

 

BIDANG  
ASET 

 

OPD 

 

BMD 

 

BKAD 

 

BUPATI 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.06.CFM.33 Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah 

 

 

 

Persiapan Pelaksanaan 

Kegiatan 

Menyajikan data  sesuai 

dengan bukti perolehan 

serta mengupdate  data 

laporan BMD 

Menyajikan data terbaru 

masing – masing OPD  

dalam laporan BMD 

berupa Soft Copy 

2 Laporan Mutasi  

dan Semesteran 

INVENTARISASI REGULER 

Persiapan Pelaksanaan 

Kegiatan 

Mengikuti 

bimtek dan 

penyampaian 

buku pedoman 

dan tanda 

bukti sensus 

INVENTARISASI KHUSUS 

Melaksanakan 

Sosialisasi dan 

Sensus 

Pengumpulan 

data dan 

Rapat 

Koordinasi 

Menerima SK Hasil Sensus  

Tid
ak 

Verifikasi, Rakapitulasi, Evaluasi dan Melaporkan hasil 

Sensus dan Permohonan SK Hasil Sensus 

Persetujuan 

Ya 

SK Hasil 

Sensus 

1 Dokumen 

sesnsus BMD 



              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG 
ASET 

 

OPD 

 

BKAD 

 

TIM  
TEKNIS 

 

BIDANG 
ASET 

 

BKAD 

 

TIM  
TEKNIS 

 

BIDANG 
ASET 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.07.CFM.34 Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah 

 

 

 

Penyusunan Pelaporan mutasi 

penambahan / pengurangan 

semesteran I dan II 

Membuat dokumen terkait 

mutasi tambah dan mutasi 

kurang 

Pelaporan 
216 Laporan Aset 

Tiap Triwulan 

Rapat 

Koordinasi 

Verifikasi, 

Rekonsiliasi 

Aset dan BMD 

Penandatanganan, 

Penilaian dan 

Pelaporan 

800 Berita acara 

Rekonsiliasi BMD 

Rapat 

Koordinasi 

Persiapan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pelaporan 
480 Laporan 

Persediaan 



              

              

   

 

    

 

 

              

              

   

  

Sasaran II : Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas 

 

OPD 

 

BIDANG ASET 

 

BKAD 

 

OPD 

 

BIDANG ASET 

 

BKAD 

 

BIDANG 
ASET 

 

BKAD 

 

Tim Penyusun 
Regulasi 

 

OPD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.02. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BKAD.02.08.CFM.35 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

Data BPKB 

Kendaraan 

Menyiapkan Blangko 

dan Membuat daftar 

peminjam 

Pengamanan dokumen 

dan membuat buku 

dokumen kepemilikan 

1020 Pengamanan 

dokumen BPKB 

Kendaraan Dinas 

Mengumpulkan 

Data Sertifikat 

Tanah 

Menyiapkan Blangko 

dan Membuat daftar 

peminjam 

Pengamanan dokumen 

dan membuat buku 

dokumen kepemilikan 

222 Pengamanan 

Sertifikat Tanah 

Rapat 

Koordinasi 

Persiapan 

pelaksanaan 

Kegiatan Rapat 

Koordinasi 

Finalisasi, 

penomoran, dan 

penerbitan 

regulasi 

Sosialisasi / 

pendistribusian 

regulasi ke OPD  

2 rancangan 

peraturn tentang 

pengelolaan BMD 



a. Peta Proses 
             

             

                PROSES UTAMA 
               

               

               

               

                               

                  

               

                   

                         PROSES PENDUKUNG      

               

               

                   

               

               

               

               

               

                 

   PROSES MANAJEMEN      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peta Sub Proses  

 

BKAD.01 

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan 
keuangan daerah 

BKAD.03 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 

BKAD.04 

Pelayanan dan 
Informasi 
Publikasi 

BKAD.05 

Pengelolaan 
Administrasi 
dan Umum 

 Umum 

D
u

ku
n

ga
n

 m
an

aj
em

en
 d

an
 p

en
ga

w
as

an
 D

u
ku

n
ga

n
 t

ek
n

is
 d

an
 r

eg
u

la
si

 

OUTPUT INPUT 

Pemerintah 
pusat 

Pemerintah 

Wajib Pajak 

OPD Lain OPD Lain 

Wajib Pajak 

Kebijakan / regulasi 

Layanan pajak, 

informasi, 

konsultasi dan PAD 

Permintaan informasi, 

konsultasi, dan 

layanan Pajak 

 

Permintaan informasi, 

konsultasi, dan 

layanan Data terkait 

APBD dan Aset 

 

Laporan keuangan 

BKAD. 06 

Pengelolaan 
Data dan 
Teknologi 
Informasi 

Komunikasi 

BKAD.07 

Pengelolaan 
Kinerja dan 
Anggaran 

BKAD.08 

Pengelolaan 
Sistem 

Pengendalian 
dan 

Pengawasan 

BKAD.09 

Pengelolaan 
Sumber Daya 

Manusia  
Aparatur 

Informasi, konsultasi, 

dan layanan Data 

terkait APBD dan Aset 

 

Perbankan 
Perbankan 

Penempatan  
IDLE CASH 

 
Bunga Deposito 

 



              

       Sub Proses Bisnis BKAD.01     

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

C. Peta Lintas Fungsi Program I           

BKAD.01 

Peningkatan dan pengembangan 
pengelolaan keuangan daerah 

Proses 
Pendukung 

Proses 
Manajemen 

BKAD.02 

Peningkatan 
Pengelolaan 

Barang 
Daerah 

Wajib Pajak 

Perencanaan, 

Penataan, 

Penghapusan dan 

Pelaporan Barang 

Milik Daerah dapat di 

peroleh melalui 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Informasi dan 

konsultasi data 

masyarakat dapat 

diperoleh dengan 

melalui pelayanan 

pajak daerah 

BKAD.01.01 

 

Peningkatan manajemen 
investasi daerah 

 

BKAD.01.03 

 

TPTGR 
 

BKAD.01.02 

 

Penerbitan SP2D 
 

BKAD.01.04 

 

Penyusunan SPT 
Tahunan 

 

BKAD.01.05 

 

Pengelolaan Belanja ASN 
 

BKAD.01.06 

 

Pengelolaan Dana 
Transfer dan Dana Desa 

 

BKAD.01.07 

 

Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan SKPD 

 

OPD LAIN 

Informasi 

Pengelolaan 

keuangan dapat di 

peroleh berupa: 

Usulan APBD / RKA, 

Laporan Realisasi 

dan Belanja tidak 

Langsung / Gaji 



 

 

 

               

               

                

          

 

               

               

               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKAD  

 

PERBANKAN 

 

BUPATI 

 

BUD / KEPALA 
BKAD 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

BKAD 

 

Bank BPD DIY 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.01.CFM.01 Peningkatan manajemen investasi daerah 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.02.CFM.02 Penerbitan SP2D 

 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.03.CFM.03 TPTGR 

 

 

 

Laporan 

perkembangan 

keuangan RKUD 

Rapat 

Koordinasi 

pelaksanaan 

rekonsiliasi 

penerimaan 

bunga 

deposito 

Verivikasi Laporan  

Dikirim Draft Laporan 

tentang pemanfaatan Idle 

Cash dalam bentuk deposito 

Penandatanganan  Laporan 

pemanfaatan Idle Cash 

Persiapan 

Kelengkapan 

dokumen SPM 

Membuat dan 

meneliti SP2D 

dan Daftar 

Penguji 

Memverifikasi 

dan 

Menandatangani 

Dikirim SP2D 

dan Daftar 

Penguji 



 

               

               

           

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Bidang 
Perbendaharaan 

 

Tim  TPKD  
(Penyelesaian 
Kerugian Daerah)  

 

GUBERNUR DIY 

 

BPK 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.04.CFM.04 Penyusunan SPT Tahunan 

 

 

Menerima 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan Mengadakan 

Rapat 

Koordinasi 

Membuat laporan 

hasil pemantauan 

kerugian daerah 

Menyampaikan 

laporan hasil 

pemantauan 

kerugian daerah 



 

 

               

               

                

 

 

               

                

 

 

 

 

               

               

  

 

 

 

              

              

         
 

 

 

   

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

BKAD 

 

DJP Online 

 

PT Taspen 
(Aplikasi Simgaji) 

 

Pihak Ketiga  

Bidang 
Perbendaharaan 

 

KPP Pratama  

PNS  

Membuat data 

PPH selama 1 

tahun 

Membuat Laporan 

dan Mencetak SPT 

Masa PPh 21 

tahun 

Menandatangani  SPT 

Masa PPh 21 

Mengupload  SPT 

Masa PPh 21 

SPT Masa PPh 

21 

Mengeluarkan 

Bukti Setor  

Data base gaji 

induk PNS 

Memverifikasi 

form 1721 A2 

Rapat 

koordinasi 

Menerima form 1721 A2 

dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy 

 

Mendistribusikan 

form 1721 A2 

Pelaporan pajak 

penghasilan melalui E- Fin 



 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

OPD 

 

BKAD 
 

BKPP 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

OPD 

 

PENGURUS GAJI 

 

BKAD 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.31.CFM.31 Pengelolaan Belanja ASN 

 

 

 

 

 

 

Membuat Realisasi 

Belanja Gaji dan 

tunjangan 
Rekonsiliasi 

realisasi 

belanja gaji 

dan 

tunjangan 

semester 1 

Verifikasi dan 

Penandatanganan dokumen 

Persiapan 

penyusunan 

rencana 

kebutuhan 

belanja gaji 

3 Dokumen rencana 

kebutuhan belanja gaji 

dan tunjangan PNS 

 

Data peremajaan / perubahan 

tentang gaji PNS/CPNS 

 

Persiapan 

Pengelolaan 

Belanja ASN 

Mengentry 

pada Aplikasi 

SIM GAJI 

Rekapitulasi gaji 

1708 Daftar 

Penerbitan SP2D Gaji 

 

Menerima 

Rekapitulasi gaji 

Clossing dan mencetak 

daftar penerimaan gaji 

PNS/CPNS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

BKAD 

 

SIMPONI / 
BILLING 

 

BANK BPD DIY 

 

PT. TASPEN DIY 
 

PT. TASPEN DIY 

 

Bidang 
Perbendaharaan  

 

PNS / CPNS 

 

BKAD 

 

DIREKTORAT 
JENDERAL 
PAJAK 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

BPJS 

 

PT TASPEN  
 

BKAD 

 

Data Penerimaan gaji induk dan 

kekurangan dari aplikasi SIMGAJI 

 

Data gaji induk, gaji terusan, 

susulan gaji, dan kekurangan gaji 

 

Menyocokan, menyimpan dan memasukan 

data dalam format CSV ke aplikasi e-spt  

Membuat,  memverifikasi dan 

menandatangani SPT induk (form 

1721) kemudian di Scan  

Menerima Upload dokumen SPT dan Bukti 

Setor melalui aplikasi DJP Online  

Menerima bukti 

pelaporan SPT elektronik 

(via email) 

12 kali Pelaporan PPh 21 

Gaji dan Tunjangan (E-SPT) 

 

Persiapan 

dokumen 

pelaksanaan 

rekonsiliasi 
Verifikasi dan 

Penandatanganan 

Berita Acara 

Rekonsiliasi 

4 Dokumen rekonsiliasi dengan 

BPJS Kesehatan 

 

9 Dokumen rekonsiliasi dengan 

PT Taspen Cabang Yogyakarta 

 

Rapat 

Koordinasi 

Rekonsiliasi 

Persiapan dokumen 

Menandatangani surat 

pemindahbukuan dan 

slip penarikan SP2D PFK 

Gaji dan Tunjangan  

SP2D PFK Gaji dan Tunjangan 

beserta bukti potong dan surat 

pemindahbukuan serta penarikan 

 

Verifikasi  

Pembayaran Ke Kas 

Negara  

Bukti Pembayaran dan Dokumen 

24 Kali Pemotongan dan 

Penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

   

 

 

BANK BPD DIY  
CAB. BANTUL 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

BKAD 

 

BUPATI BANTUL 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.33.CFM.33 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

Nota kredit Penerimaan 

dana perimbangan 

Membuat STS, LKT 

(bulanan, dan 

triwulanan) dan LRT 

Mengisi, Mencetak 

dan Memverifikasi 

Memverifikasi 

Menandatangani 

5 Laporan konfirmasi 

penerimaan dana perimbangan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

   

 

 

KPPN 

 

OPD TEKNIS 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

Inspektorat 

 

BKAD 

 

BUPATI 

 

KPPN 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

Pengelola  
Keuangan SKPD 

 

BKAD 

 

Bidang 
Perbendaharaan 

 

 

Lintas Fungsi 
BKAD.01. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

BKAD.01.34.CFM.34 Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat 

koordinasi 

Rapat 

koordinasi 

Evaluasi 

Menerima 

tembusan 

surat 

permohonan 

kesiapan 

Rapat 

Koordinasi 

dan 

pencocokan 

data 

laporan 

realisasi dan 

capaian 

output 

Memverifikasi data dan 

melakukan Approve 

Menandatangani laporan 

penyerapan DAK 

Mengupload laporan 

penyerapan DAK pada 

OM- SPAN 

4 Laporan 

Penyerapan DAK 

Memverifikasi 

data laporan 

Menginput data laporan realisasi dan capaian 

output kegiatan DAK di aplikasi OM-SPAN 

Rapat 

koordinasi 

Memverifikasi dan 

menandatangani laporan 

penyerapan belanja langsung  

Rapat 

koordinasi 

evaluasi 

2 laporan pembinaan 

penatausahaan pengelolaan 

keuangan SKPD 

Persiapan pelaksanaan 

Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan SKPD 

Menerima Dokumen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKAD 

 

Pihak Ketiga 

 

Bantul,19  November 2019 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Badan Keuangan  
Dan Aset Daerah 

 
  

 
 

     
 

Drs. Trisna Manurung, M.Si. 
NIP. 197112301996031002 

Pengadaan 

pemeliharan 

aplikasi Sidat 

Keuda 

Membuat dokumen 

dan pemeliharaan 

aplikasi Sidat Keuda 


